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A. Kesimpulan

1.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan
putusan pidana bersyarat adalah dikarenakan ancaman pidana dalam Pasal
80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UUPA adalah dapat bersifat kumulatif atau
alternatif. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat agar terdakwa dijatuhi
hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan hal itu yang menjadi
dasar pertimbangan hakim untuk memberikan peluang bagi terdakwa agar
dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14a ayat (1) KUHP.
Pertimbangan lainnya yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam
menjatuhan pidana bersyarat adalah didasarkan pada permohonan
terdakwa yang meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa. Selain
itu pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pidana
bersyarat juga didasarkan pada hal-hal yang meringankan sebagaimana
yang telah dipaparkan dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.
Putusan pidana bersyarat yang telah dijatunkan oleh majelis hakim tidak
sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 2 UUPA. Hasil penelitian yang telah diperoleh
menunjukan bahwa ada prinsip yang telah terpenuhi namun ada juga
prinsip yang belum terpenuhi. Prinsip yang telah terpenuhi yaitu prinsip

non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
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perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip
yang tidak terpenuhi yaitu prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal
ini berkaitan dengan tidak adanya syarat khusus yang diberikan oleh

majelis hakim dalam penjatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut.

B. Saran
Saran yang diberikan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menyusun pertimbangan hukum harus memperhatikan
dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat yang harus
dibeban kepada terpidana khususnya berkaitan dengan penetapan syarat
Khusus.

2. Majelis hakim dalam memberikan putusan pidana bersyarat harus
dilengkapi juga dengan pemberian syarat khusus yang wajib dipenuhi oleh
terpidana yang berpedoman pada prinsip perlindungan anak. Syarat khusus
tersebut seperti mewajibkan terpidana agar membayar ganti kerugian
terhadap korban atas sakit yang timbul dari tindakan kekerasan tersebut serta
mewajibkan terpidana agar dapat memberikan layanan konseling bagi anak
diluar layanan konseling yang telah disediakan oleh pengadilan pada saat
persidangan. Pemberian syarat khusus tersebut pada akhirnya diharapkan
mampu mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak

khususnya bagi fisik dan psikis anak.
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